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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu 

dilaksanakan pembangunan di sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan 

berbagai macam kegiatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga 

dapat didayagunakan secara optimal, efektif dan efisien.  

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Wonogiri Nomor 13 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri terhitung per 1 Januari 2017 Dinas Tenaga Kerja 

sesuai kewenangannya melaksanakan urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. 

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja adalah dokumen teknis operasional yang 

merupakan pedoman penyusunan program kerja tahunan selama tahun 2021. Sedangkan 

fungsinya adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kerja 

agar lebih terarah sesuai dengan visi-misi Pemerintah Kabupaten Wonogiri. 

Kedudukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri sebagai unsur pendukung tugas 

Kepala Daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.Dalam menjalankan tugas 

tersebut maka Dinas Tenaga Kerja memiliki Visi yaitu Wonogiri Kerja, Kompeten, Produktif, 

dan Melindungi. Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja  

2. Meningkatkan kesempatan kerja 

3. Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan  

4. Meningkatkan minat bertransmigrasi  

5. Meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan dengan prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). 

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah sebagai penjabaran dari tugas pokok 

Perangkat Daerah yang selaras dengan Visi, Misi dan Agenda Perangkat Daerah. 
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Selain itu Renja Perangkat Daerah juga selaras dengan rencana-rencana resmi daerah 

di atasnya seperti RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Wonogiri. Renja 

Perangkat Daerah juga merupakan masukan utama dan umpan balik bagi penyusunan 

Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan RPJMD.Selain itu Renja Perangkat Daerah juga 

merupakan masukan utama dan umpan balik bagi penyusunan RKA Perangkat Daerah, KUA, 

PPAS, dan RAPBD. 

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan 

Perangkat Daerah, Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri mempunyai arti yang 

strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan 

pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan 

program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 

sesuaimarahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).  

2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan 

kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan 

dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022. 

3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaanprogram/kegiatan 

guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja 

Tahunan.  

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan 

program pembangunan tahunan pemerintah daerah, makasejak awal tahapan penyusunan 

hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerahdan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2022antara lain : 
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1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD 

tahun berkenaan.  

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum 

dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. 

3. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang 

disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.  

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), 

indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan 

prakiraan maju. 

Sejalan dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri 

yang kemudian menjadi Visi Pembangunan Kabupaten Wonogiri yaitu “Mewujudkan 

Wonogiri Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera” dengan semangat Go Nyawiji Sesarengan 

Mbangun Wonogiri, makaVisi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri ditetapkan sama 

dengan Visi Pembangunan Kabupaten Wonogiri. Dengan penetapan visi yang sama dengan 

Visi Pembangunan Kabupaten Wonogiri tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya 

sasaran strategisyang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Wonogiripada Tahun 2022.  

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis, 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri menyusun Rencana Kerja Tahun 2022. Penyusunan 

Renja PD Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun ke-1dari RPJMD 2021-2026. Renja PD 

yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah : 

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional;  

2.  Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
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3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  

4.  Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4279); 

5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445); 

6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi 

(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 

4405); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Susunan 

Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit; 

11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Konvensi ILONomor 88 Mengenai 

Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja; 

12. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan; 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;  

14. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
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Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah;  

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 tahun 2008 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 – 2025; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026;  

21. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2005-2025; 

22. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Wonogiri; 

23. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2022. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Penetapan RENJA dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan dan sekaligus 

sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021 dan 
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perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) Dinas Tenaga Kerja tahun 2022. 

Selain itu Renja Perangkat Daerah jugaselaras dengan rencana-rencana resmi daerah 

diatasnya seperti RKPD, Renstra PD dan RPJMD Kabupaten Wonogiri. 

 Sedangkan tujuan penyusunan RENJA adalah : 

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas 

kinerja. 

2. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam program dan kegiatan bidang 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 

3. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah. 

4. Memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan 

Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2022. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Penulisan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 ini disusun dengan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2  Landasan Hukum 

1.3  Maksud dan Tujuan 

1.4  Sistematika Penulisan 

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN  

LALU 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian 

Renstra Perangkat Daerah 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 
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BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

3.3. Program dan Kegiatan 

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

BAB V : PENUTUP 
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BAB II 

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN LALU 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu 

Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Wonogiri pada Tahun2021 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang 

disesuaikan dengan Renjatahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Wonogiri.  
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Tabel II. 1 
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2022 (Berdasarkan Renstra Terbaru Tahun 2021-2026) 

 

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan 
Daerah Dan Program/ Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Capaian Program 

(Renstra Peragkat 
Daerah) Tahun 

2022 

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran 
Kegiatan s/d 

tahun 2019 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 

Target 

Program dan 
Kegiatan 
(Renja 

Perangkat 

Daerah tahun 
2021) 

Perkiraan Relisasi Capaian Target 

Renstra Perangkat Daerah s/d 
tahun berjalan 

Target Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 2020 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah Tahun 

2020 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun berjalan 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/ KOTA 

Persentase tertib pelaporan 
kinerja administrasi 
pemerintahan daerah 

100 % - - - - 100 % 100 % 100 % 

Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Persentase Penyusunan Administrasi 
Perencanaan, Penganggaran Dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Yang Disusun 

100 % - - - - 100 % 100 % 100 % 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan 
Daerah Yang Di Susun 

100 % - - - - 100 % 100 % 100 % 

Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Persentase Tertib Administrasi 
Kepegawaian  

100 % - - - - 100 % 100 % 100 % 

Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Fasilitasi Administrasi 

Umum Perangkat Daerah 

100 % - - - - 100 % 100 % 100 % 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

Persentase Pelaksanaan Pengadaan 
Barang Milik Daerah 

100 % - - - - 100 % 100 % 100 % 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

100 % - - - - 100 % 100 % 100 % 

Pemeliharaan barang milik daerah 
penunjang urusan pemerintahan daerah 

Persentase pemeliharaan barang 
milik daerah 
 

100 % - - - - 100 % 100 % 100 % 
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Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan 
Daerah Dan Program/ Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Capaian Program 

(Renstra Peragkat 
Daerah) Tahun 

2022 

Realisasi Target 
Kinerja Hasil 

Program dan 
Keluaran 

Kegiatan s/d 
tahun 2019 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 

Target 
Program dan 

Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah tahun 
2021) 

Perkiraan Relisasi Capaian Target 
Renstra Perangkat Daerah s/d 

tahun berjalan 

Target Renja 

Perangkat 
Daerah 

Tahun 2020 

Realisasi 

Renja 
Perangkat 

Daerah Tahun 
2020 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 

Capaian 
Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun berjalan 

Tingkat 

Capaian 
Realisasi 

Target Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA 
KERJA 

Persentase pencari kerja yang 
ditempatkan 

55,16 % - - - - 54,43 % 70,54 % 129,59 % 

Pelayanan Antar Kerja Di Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar 

Dan Ditempatkan 
 

7.250 orang - - - - 7.250 orang 9.104 orang 125,57 % 

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah Lowongan Kerja Yang Bisa 
Dibangun Link and Match Nya 

6.000 lowongan  - - - - 5.000 lowongan 32.019 lowongan 640,38 % 

Perlindungan PMI (Pra dan Purna 

Penempatan) di daerah kabupaten/kota 

Jumlah Pencari Kerja Migran yang 

Ditempatkan 

10 orang - - - - 10 orang - - 

Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi 

kerja dalam satu daerah kabupaten/kota 
 

Persentase TKA yang Terdata 0 % - - - - -  - - 

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA 

KERJA 

Persentase Perusahaan Yang Telah 

Menyusun Rencana Tenaga Kerja 
(RTK) 

5 % - - - - - - - 

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah Jenis Dokumen RTK Yang 
Disusun 

2 jenis - - - - 0 jenis - - 

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 

Persentase Tenaga Kerja yang 
Bersertifikat Kompetensi 

1,15 % - - - - 1,12 % - - 

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit 
Kompetensi 

Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis 
Kompetensi 

1.510 orang - - - - 1.280 orang 620 orang  
(BLK 336 + Latas 

284) 

48,43 % 

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 
Swasta 

Jumlah Program Pelatihan Yang 
Sudah Link and Match Dengan 
Perusahaan 

10 program - - - - 10 program - - 

Perizinan dan Pendaftaran Lembaga 

Pelatihan Kerja 

Persentase LPK yang Memiliki 

Perizinan 

100 % - - - - 100 % - - 

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang 
Menerapkan Tata Kelola Kerja yang 

Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur 

Skala Upah dan Terdaftar Peserta 

10 % - - - - 10 % - - 
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Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan 
Daerah Dan Program/ Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Capaian Program 

(Renstra Peragkat 
Daerah) Tahun 

2022 

Realisasi Target 
Kinerja Hasil 

Program dan 
Keluaran 

Kegiatan s/d 
tahun 2019 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 

Target 
Program dan 

Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah tahun 
2021) 

Perkiraan Relisasi Capaian Target 
Renstra Perangkat Daerah s/d 

tahun berjalan 

Target Renja 

Perangkat 
Daerah 

Tahun 2020 

Realisasi 

Renja 
Perangkat 

Daerah Tahun 
2020 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 

Capaian 
Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun berjalan 

Tingkat 

Capaian 
Realisasi 

Target Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BPJS Ketenagakerjaan) 
 

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan 
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama 
untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi 

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

 

Jumlah Perusahaan Yang Mempunyai 
Sarana HI 

10 perusahaan - - - - 10 perusahaan - - 

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan 

Penutupan Perusahaan di Daerah 
Kabupaten/Kota 
 

Jumlah Perusahaan Yang 
Menindaklanjuti Pembinaan 

Ketenagakerjaan 

10 perusahaan - - - - 10 perusahaan - - 
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas pokok melaksanakan 

urusan pemerintah daerah bidang tenaga kerja berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas 

pembantuan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Perangkat Daerah seperti 

menyelenggarakan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja serta usaha mandiri, 

pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang pengupahan dan kesejahteraan pekerja, penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial dan syarat kerja, hubungan industrial dan lembaga ketenagakerjaan, 

pengawasan bidang norma kerja dan keselamatan, kesehatan kerja dan jaminan sosial 

tenaga kerja (K3 dan Jamsostek) dan penempatan transmigrasi. 
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Tabel II.2 

Pencapaian Kinerja Pelayanan 
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri 

 

NO INDIKATOR 
SPM/ STANDART 

NASIONAL 
 

IKK SATUAN 
TARGET RENSTRA SETDA REALISASI CAPAIAN PROYEKSI 

CATATAN ANALISIS 
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 

1 Nilai kematangan organisasi DISNAKER - - angka - 44 44 45 - 44 44 45  

2 Nilai SAKIP DISNAKER - - angka - 75,17 75,20 75,50 -  75,20 75,50 Nilai SAKIP 2021 blm rilis 
 

3 Indeks profesionalitas ASN DISNAKER - - angka - 60 65 70 - 63,829 65 70  

4 Jumlah ASN DISNAKER yang menjadi agen 
perubahan  
 

- - angka - 1 1 2 - 1 1 2  

5 Indeks Inovasi DISNAKER - - angka - 1 1 1 - 1 1 1  

6 IKM DINAS TENAGA KERJA - - angka - 90 90 91 - 90,03 90 91  

7 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) - - % - 95,73 95,90 96,15 - - 95,90 96,15 Nilai TKK blm rilis 
 

8 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang 
Ditempatkan 
 

- - % - 40  55,16 56,36 - - 55,16 56,36  

9 Besaran Kompetensi Calon Tenaga Kerja 
 

- - % - 9,55 11,46 13,37 - - 11,46 13,37  

10 Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun 
 

- - % - 2,37 2,21 2,05 - - 2,21 2,05  

 
KETERANGAN : 

 Untuk tahun 2020 target dan ralisasi capaian tidak terisi karena adanya perbedaan Nomenklatur yang mengacu pada Renstra tahun 2016-2021
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Tabel II.3 
Pencapaian Kinerja Pelayanan pada RENSTRA 2016-2021 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri 
 

No Sasaran Indikator Kinerja 
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Meningkatkan Kompetensi dan 
Produktivitas Tenaga Kerja 
 

Tingkat Produktivitas Tenaga 
Kerja 
 

34,61 jt 
Rp/org 

35,05 jt 
Rp/org 

36,35 jt 
Rp/org 

37,71 jt 
Rp/org 

39,01 jt 
Rp/org 

39,01 jt 
Rp/org 

n/a 
37,35 jt 
Rp/org 

35,02 jt 
Rp/org 

39,67 jt 
Rp/org 

36,86 jt 
Rp/org 

n/a 

2 Meningkatnya Penempatan 
Kerja dan Perluasan Penciptaan 
Lapangan Kerja 

 

Persentase pencari kerja yang 
ditempatkan 
 

43% 45% 48% 50% 9% 40% n/a 48% 70,79% 64,08% 50,44% 70,54% 

 
 

Jumlah kelompok Wira Usaha 
Baru 
 

1% 2% 3% 4% 0,78% 16 klmpk n/a 2,5% 2,92% 6,53% 0,58% 16 klmpk 

 
 

Persentase Tingkat Pengang 
guran Terbuka (TPT) 
 

3,01% 2,97% 2,94% 2,81% 3,77% 4,27% n/a n/a 2,28% 2,54% 4,27% 2,43% 

3 Meningkatnya Hubungan 
Pembinaan Hubungan 
Industrial dan Perlindungan 
Tenaga Kerja  
 

Persentase penyelesaian 
kasus perselisihan hubungan 
industrial 
 

15% 30% 45% 60% 75% 100% n/a 100% 100% 100% 100% 100% 

  Persentase pekerja/buruh 
yang menjadi peserta 
Jamsostek 
 

48% 50% 53% 55% 56,51% 60% n/a 53% 53,33% 56,51% 68,07% 69,39% 

4 Meningkatnya Penempatan 
Transmigrasi 
 

Persentase peningkatkan 
kesejahteraan transmigran 
 

20% 25% 30% 35% 40% 100% n/a 30% 65% 35% n/a 100% 

5 Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Publik Bidang 
Ketenagakerjaan 

Indeks Kepuasan Masyarakat 
(IKM) 

 
60 65 70 85 90 90 n/a 70 75 85 90 90,03 
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Tabel II.4 (T-C.29) 
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 

Kabupaten Wonogiri 
 

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja 

No. 
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah 

Daerah dan Program Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan (output) 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra PD) 

Tahun 2022 

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

s/d dengan tahun 

2019 (n-3) 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 
Target 

Program dan 

Kegiatan 

(Renja PD 

tahun n-1) 

(2021) 

Perkiraan Realisasi Capaian Target 

Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 

berjalan (2021) 

Target 

Renja PD 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Renja PD 

Tahun 

2020 

Tingkat 

Realisasi (%) 

Realisasi Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d tahun 

berjalan  

(tahun n-1) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

 URUSAN WAJIB NON DASAR          

 Tenaga Kerja          

 PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/ KOTA 

Persentase Tertib 

Pelaporan Kinerja 

Administrasi Pemerintahan 

Daerah 

 

100 % - - - - 100 % 100 % 100 % 

1. Perencanaan, Penganggaran, Dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Persentase Penyusunan 

Administrasi Perencanaan, 

Penganggaran Dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah Yang 

Disusun 

 

100 % - - - - 100 % 100 % 100 % 

2. Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

Persentase Administrasi 

Keuangan Daerah Yang Di 

Susun 

 

100 % - - - - 100 % 100 % 100 % 

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

Persentase Tertib Administrasi 

Kepegawaian  

 

100 % - - - - 100 % 100 % 100 % 

4. Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

Persentase Fasilitasi 

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

100 % - - - - 100 % 100 % 100 % 
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No. 
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah 

Daerah dan Program Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan (output) 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra PD) 

Tahun 2022 

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

s/d dengan tahun 

2019 (n-3) 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 
Target 

Program dan 

Kegiatan 

(Renja PD 

tahun n-1) 

(2021) 

Perkiraan Realisasi Capaian Target 

Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 

berjalan (2021) 

Target 

Renja PD 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Renja PD 

Tahun 

2020 

Tingkat 

Realisasi (%) 

Realisasi Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d tahun 

berjalan  

(tahun n-1) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

5. Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

Persentase Pelaksanaan 

Pengadaan Barang Milik 

Daerah 

 

100 % - - - - - - - 

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Persentase Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

 

100 % - - - - 100 % 100 % 100 % 

7. Pemeliharaan barang milik daerah 

penunjang urusan pemerintahan 

daerah 

Persentase pemeliharaan 

barang milik daerah 

 

 

100 % - - - - 100 % 100 % 100 % 

 PROGRAM PENEMPATAN 
TENAGA KERJA 

Persentase pencari kerja yang 
ditempatkan 
 

55,16 % - - - - 54,43 % 54,43 % 98,67 % 

1. Pelayanan Antar Kerja Di Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Pencari Kerja Yang 
Terdaftar Dan Ditempatkan 
 

7.250 orang - - - - 7.250 orang 7.250 orang 100 % 

2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah Lowongan Kerja Yang 
Bisa Dibangun Link and Match 
nya 
 

6.000 
lowongan 

- - - - 5.000 
lowongan 

5.000  
lowongan 

83,33 % 

3. Perlindungan PMI (Pra dan Purna 
Penempatan) di daerah 
kabupaten/kota 
 

Jumlah Pencari Kerja Migran 
yang Ditempatkan 

10 orang - - - - 10 orang 10 orang 100 % 

4. Penerbitan perpanjangan IMTA yang 
lokasi kerja dalam satu daerah 
kabupaten/kota 
 
 
 

Persentase TKA yang Terdata 100 % - - - - - - - 
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No. 
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah 

Daerah dan Program Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan (output) 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra PD) 

Tahun 2022 

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

s/d dengan tahun 

2019 (n-3) 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 
Target 

Program dan 

Kegiatan 

(Renja PD 

tahun n-1) 

(2021) 

Perkiraan Realisasi Capaian Target 

Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 

berjalan (2021) 

Target 

Renja PD 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Renja PD 

Tahun 

2020 

Tingkat 

Realisasi (%) 

Realisasi Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d tahun 

berjalan  

(tahun n-1) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

 PROGRAM PERENCANAAN 
TENAGA KERJA 

Persentase Perusahaan Yang 
Telah Menyusun Rencana  
Tenaga Kerja (RTK) 
 

5% - - - - - - - 

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja 
(RTK) 

Jumlah Jenis Dokumen RTK 
Yang Disusun 
 

2 jenis - - - - - - - 

 PROGRAM PELATIHAN KERJA 
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA 
KERJA 
 

Persentase Tenaga Kerja yang 
Bersertifikat Kompetensi 

1,15 % - - - - 1,12 % 1,12 % 97,39 % 

1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan 
Unit Kompetensi 
 

Jumlah Peserta Pelatihan 
Berbasis Kompetensi 

1.510 orang - - - - 1.280 orang 1.280 orang 84,76 % 

2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 
Swasta 

Jumlah Program Pelatihan 
Yang Sudah Link and Match 
Dengan Perusahaan 
 

10 program - - - - 10 program 10 program 100 % 

3. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga 
Pelatihan Kerja 

Persentase LPK yang Memiliki 
Perizinan 
 

100 % - - - - 100 % 100 % 100 % 

 PROGRAM HUBUNGAN 

INDUSTRIAL 

Persentase Perusahaan yang 

Menerapkan Tata Kelola Kerja 

yang Layak (PP/PKB, LKS 

Bipartit, Struktur Skala Upah 

dan Terdaftar Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan) 

 

10 % - - - - 10 % 10 % 100 % 

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan & 

Pendaftaran Perjanjian Kerja 

Bersama utk Perusahaan yg hanya 

Beroperasi dlm 1 Daerah Kab/Kota 

Jumlah Perusahaan Yang 

Mempunyai Sarana HI 

10 
perusahaan 

- - - - - - - 

2. Pencegahan dan Penyelesaian Jumlah Perusahaan Yang 10 - - - - 10 10 100 % 
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No. 
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah 

Daerah dan Program Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan (output) 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra PD) 

Tahun 2022 

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

s/d dengan tahun 

2019 (n-3) 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 
Target 

Program dan 

Kegiatan 

(Renja PD 

tahun n-1) 

(2021) 

Perkiraan Realisasi Capaian Target 

Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 

berjalan (2021) 

Target 

Renja PD 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Renja PD 

Tahun 

2020 

Tingkat 

Realisasi (%) 

Realisasi Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d tahun 

berjalan  

(tahun n-1) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

Perselisihan Hubungan Industrial, 

Mogok Kerja dan Penutupan 

Perusahaan di Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

Menindaklanjuti Pembinaan 

Ketenagakerjaan 

perusahaan perusahaan perusahaan  
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2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

A. Isu 

Kabupaten Wonogiri mengalami pertumbuhan ekonomi berbasis 

ketenagakerjaan yang kemudian harus ditransformasikan menjadi peningkatan lapangan 

kerja/ usaha atau produktivitas tenaga kerja. Maka pertumbuhan ekonomi tersebut akan 

berdampak pada menurunya angka pengangguran, meningkatnya pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat, meningkat pula kualitas manusia baik dibidang kesehatan, 

pendidikan dan sebagainya, yang berarti pula menurunya angka kemiskinan. 

Kondisi exsisting pengangguran di Kabupaten Wonogiri terdiri dari pengangguran 

terbuka terjadi karena pertambahan angkatan kerja tidak seimbang dengan ketersediaan 

lapangan kerja. Selain itu juga disebabkan rendahnya kualitas angkatan kerja yang 

sebagian besar hanya tamatan SLTA ke bawah dan tidak memiliki keterampilan yang 

cukup memadai untuk bersaing dalam pasar kerja formal. Sementara itu usaha pertanian 

sebagai andalan perekonomian daerah tidak mampu menyerap angkatan kerja yang ada, 

serta rendahnya minat angkatan kerja untuk bekerja di sektor pertanian. Pada sisi lain 

sektor non-pertanian yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja jumlah besar 

belum tumbuh secara signifikan sejak krisis ekonomi. 

 

B. Permasalahan 

1. Tingkat pengangguran yang masih tinggi yang dikarenakan karena rendahnya tingkat 

pendidikan calon tenaga kerja dan kurangnya pengalaman dan skill dari calon tenaga 

kerja 

2. Peluang kerja yang relatif belum bisa menampung tenaga kerja bagi pencari 

pekerjaan  

3. Kesempatan kerja terbatas 

4. Kualitas tenaga kerja dan calon transmigran yang rendah 

5. Belum terdapatnya akses lowongan kerja untuk penempatan tenaga kerja 
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6. Hambatan budaya (feodalisme), masyarakat cenderung kepada pekerjaan kantoran 

(pegawai negeri) sebagai pekerjaan prestisius, sehingga mematikan kreativitas untuk 

bekerja di luar sektor jasa pemerintahan 

7. Kekurangpuasan pekerja terhadap besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) 

8. Belum optimalnya perlindungan dan pengembangan tenaga kerja, yang disebabkan 

oleh kurang berfungsinya lembaga ketenagakerjaan dan lemahnya pengawasan  

9. Belum tersedianya database ketenagakerjaan 

10. Berkurangnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi. 

 

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

Kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2022 oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Wonogiri telah disesuaikan dengan besaran anggaran yang ada di RKPD 2022, sehingga 

bidang-bidang yang akan menjalankan kegiatan di tahun 2022 dapat menyelesaikan sesuai 

dengan anggaran yang tersedia. Di tahun sebelumnya, kegiatan-kegiatan telah 

dilaksanakan sesuai dengan anggaran dalam RKPD dan sebagian besar telah mencapai 

target sesuai yang ditetapkan. 
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Tabel II.4 

Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2022 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri 

 

NO 

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 

PROGRAM/ 
KEGIATAN 

LOKASI INDIKATOR KINERJA 
TAGET 

CAPAIAN 
PAGU 

INDIKATIF 
PROGRAM/ 
KEGIATAN 

LOKASI INDIKATOR KINERJA 
TARGET 
CAPAIAN 

KEBUTUHAN 
DANA 

1. PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/ KOTA 
 

Disnaker Persentase tertib pelaporan 
kinerja administrasi 
pemerintahan daerah 

100 
persen 

9,128,542,742 
 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/ KOTA 

Disnaker Persentase tertib pelaporan 
kinerja administrasi 
pemerintahan daerah 

100 
persen 

9,128,542,742 
 

1.1 Perencanaan, 
Penganggaran, Dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Disnaker Persentase Penyusunan 
Administrasi Perencanaan, 
Penganggaran Dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah Yang 
Disusun 
 

100 persen - Perencanaan, 
Penganggaran, Dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Disnaker Persentase Penyusunan 
Administrasi Perencanaan, 
Penganggaran Dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah Yang 
Disusun 

100 persen - 

1.2 Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

Disnaker Persentase Administrasi 
Keuangan Daerah Yang Disusun 

100 persen 8,432,717,273 Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

Disnaker Persentase Administrasi 
Keuangan Daerah Yang Disusun 

100 persen 8,432,717,273 

1.3 Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

Disnaker Persentase Tertib Administrasi 
Kepegawaian  

100 persen 9,996,192 
 

Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Disnaker Persentase Tertib Administrasi 
Kepegawaian  

100 persen 9,996,192 
 

1.4 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Disnaker Persentase Fasilitasi Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

100 persen 89,971,963 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Disnaker Persentase Fasilitasi Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

100 persen 89,971,963 

1.5 Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
 

Disnaker Persentase Pelaksanaan 
Pengadaan Barang Milik Daerah 

100 persen 20,000,000 Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

Disnaker Persentase Pelaksanaan 
Pengadaan Barang Milik Daerah 

100 persen 20,000,000 

1.6 Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
 

Disnaker Persentase Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

100 persen 465,934,096 Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Disnaker Persentase Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

100 persen 465,934,096 

1.7 Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Disnaker Persentase Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 

100 persen 109,923,218 Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemda 

Disnaker Persentase Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 

100 persen 109,923,218 
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NO 

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 

PROGRAM/ 
KEGIATAN 

LOKASI INDIKATOR KINERJA 
TAGET 

CAPAIAN 
PAGU 

INDIKATIF 
PROGRAM/ 
KEGIATAN 

LOKASI INDIKATOR KINERJA 
TARGET 
CAPAIAN 

KEBUTUHAN 
DANA 

Pemda 

2. PROGRAM 
PENEMPATAN 
TENAGA KERJA 

Disnaker Persentase Pencari Kerja 
Yang Ditempatkan 
 

55,16 % 114,965,458 
 

PROGRAM 
PENEMPATAN 
TENAGA KERJA 

Disnaker Persentase Pencari Kerja 
Yang Ditempatkan 
 

55,16 % 114,965,458 
 

2.1 Pelayanan Antar Kerja 
Di Daerah 
Kabupaten/Kota 
 

Disnaker Jumlah Pencari Kerja Yang 
Terdaftar Dan Ditempatkan 
 

7.250 
orang 

39,975,563 
 

Pelayanan Antar Kerja 
Di Daerah 
Kabupaten/Kota 
 

Disnaker Jumlah Pencari Kerja Yang 
Terdaftar Dan Ditempatkan 
 

7.250 
orang 

39,975,563 
 

2.2 Pengelolaan Informasi 
Pasar Kerja 

Disnaker Jumlah Lowongan Kerja Yang 
Bisa Dibangun Link And Match 
Nya 
 

6.000 
lowongan 

64,989,993 Pengelolaan Informasi 
Pasar Kerja 

Disnaker Jumlah Lowongan Kerja Yang 
Bisa Dibangun Link And Match 
Nya 
 

6.000 
lowongan 

64,989,993 

2.3 Perlindungan PMI (Pra 
dan Purna 
Penempatan) di 
daerah 
kabupaten/kota 
 

Disnaker Jumlah Pencari Kerja Migran 
Yang Ditempatkan 

10 orang 9,999,902 
 

Perlindungan PMI (Pra 
dan Purna Penempatan) 
di daerah 
kabupaten/kota 
 

Disnaker Jumlah Pencari Kerja Migran 
Yang Ditempatkan 

10 orang 9,999,902 
 

2.4 Penerbitan 
Perpanjangan IMTA 
Yang Lokasi Kerja 
Dalam Satu Daerah 
Kabupaten/Kota 
 

Disnaker Persentase TKA Yang Terdata 100 % - Penerbitan 
Perpanjangan IMTA 
Yang Lokasi Kerja 
Dalam Satu Daerah 
Kabupaten/Kota 
 

Disnaker Persentase TKA Yang Terdata 100 % - 

3. PROGRAM 
PERENCANAAN 
TENAGA KERJA 

Disnaker Persentase Perusahaan 
Yang Telah Menyusun 
Rencana  
Tenaga Kerja (RTK) 
 

5% 35,000,000 
 

PROGRAM 
PERENCANAAN 
TENAGA KERJA 

Disnaker Persentase Perusahaan 
Yang Telah Menyusun 
Rencana  
Tenaga Kerja (RTK) 
 

5% 35,000,000 
 

3.1 Penyusunan Rencana 
Tenaga Kerja (RTK) 

Disnaker Jumlah Jenis Dokumen RTK 
Yang Disusun 
 

2 jenis 35,000,000 
 

Penyusunan Rencana 
Tenaga Kerja (RTK) 

Disnaker Jumlah Jenis Dokumen RTK Yang 
Disusun 
 

2 jenis 35,000,000 
 

4. PROGRAM 
PELATIHAN KERJA 
DAN 
PRODUKTIVITAS 
TENAGA KERJA 

Disnaker Persentase Tenaga Kerja 
yang Bersertifikat 
Kompetensi 

1,15 % 171,974,225 PROGRAM 
PELATIHAN KERJA 
DAN 
PRODUKTIVITAS 
TENAGA KERJA 

Disnaker Persentase Tenaga Kerja 
yang Bersertifikat 
Kompetensi 

1,15 % 171,974,225 
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NO 

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 

PROGRAM/ 
KEGIATAN 

LOKASI INDIKATOR KINERJA 
TAGET 

CAPAIAN 
PAGU 

INDIKATIF 
PROGRAM/ 
KEGIATAN 

LOKASI INDIKATOR KINERJA 
TARGET 
CAPAIAN 

KEBUTUHAN 
DANA 

4.1 Pelaksanaan Pelatihan 
berdasarkan Unit 
Kompetensi 
 

Disnaker Jumlah Peserta Pelatihan 
Berbasis Kompetensi 

1.510 
orang 

164,474,225 
 

Pelaksanaan Pelatihan 
berdasarkan Unit 
Kompetensi 
 

Disnaker Jumlah Peserta Pelatihan 
Berbasis Kompetensi 

1.510 
orang 

164,474,225 
 

4.2 Pembinaan Lembaga 
Pelatihan Kerja 
Swasta 

Disnaker Jumlah Program Pelatihan Yang 
Sudah Link and Match Dengan 
Perusahaan 
 

10 program 7,500,000 
 

Pembinaan Lembaga 
Pelatihan Kerja Swasta 

Disnaker Jumlah Program Pelatihan Yang 
Sudah Link and Match Dengan 
Perusahaan 
 

10 program 7,500,000 
 

4.3 Perizinan dan 
Pendaftaran Lembaga 
Pelatihan Kerja 
 

Disnaker Persentase LPK yang Memiliki 
Perizinan 
 

100 % - Perizinan dan 
Pendaftaran Lembaga 
Pelatihan Kerja 
 

Disnaker Persentase LPK yang Memiliki 
Perizinan 
 

100 % - 

5 PROGRAM 

HUBUNGAN 

INDUSTRIAL 

 

Disnaker Persentase Perusahaan 

yang Menerapkan Tata 

Kelola Kerja yang Layak 

(PP/PKB, LKS Bipartit, 

Struktur Skala Upah dan 

Terdaftar Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan) 

 

10 % 32,992,595 PROGRAM 

HUBUNGAN 

INDUSTRIAL 

 

Disnaker Persentase Perusahaan 

yang Menerapkan Tata 

Kelola Kerja yang Layak 

(PP/PKB, LKS Bipartit, 

Struktur Skala Upah dan 

Terdaftar Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan) 

 

10 % 32,992,595 

5.1 Pengesahan Peraturan 

Perusahaan & 

Pendaftaran PKB utk 

Perusahaan yg hanya 

Beroperasi dlm 1 

Daerah Kab/Kota 

 

Disnaker Jumlah Perusahaan Yang 

Mempunyai Sarana HI 

10 
perusahaan 

18,460,955 Pengesahan Peraturan 

Perusahaan & 

Pendaftaran PKB utk 

Perusahaan yg hanya 

Beroperasi dlm 1 

Daerah Kab/Kota 

 

Disnaker Jumlah Perusahaan Yang 

Mempunyai Sarana HI 

10 
perusahaan 

18,460,955 

5.2 Pencegahan 

&Penyelesaian 

Perselisihan Hub 

Industrial, Mogok 

Kerja & Penutupan 

Perusahaan di Daerah 

Kab/Kota 

 

Disnaker Jumlah Perusahaan Yang 

Menindaklanjuti Pembinaan 

Ketenagakerjaan 

10 
perusahaan 

14,531,640 
 

Pencegahan dan 

Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan 

Industrial, Mogok Kerja 

dan Penutupan 

Perusahaan di Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

Disnaker Jumlah Perusahaan Yang 

Menindaklanjuti Pembinaan 

Ketenagakerjaan 

10 
perusahaan 

14,531,640 
 

  
9.483.475.020  9.483.475.020 
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu 

melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat 

Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai 

aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Pada forum Organisasi Perangkat 

Daerah terdapat beberapa usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Wonogiri dari kelompok masyarakat maupun hasil pelaksanaan reses oleh 

DPRD Kabupaten Wonogiri. 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021 telah melaksanakan 

penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi 

Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri pada tahun 2022. 

Keterbatasan anggaran yang tersedia dan SDM yang ada pada Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Wonogiri mengakibatkan tidak semua usulan program dan kegiatan masyarakat 

dapat diterima. Penentuan usulan program dan kegiatan yang diterima berdasarkan skala 

prioritas yang telah ditetapkan. 
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BAB III  

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Telaahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Tahun 

2020-2024dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2018-2023ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan 

sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan terhadap Renstra Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi 

apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri 

Tahun 2021-2026 telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan Renstra 

Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Tahun 2020-2024. 

Renstra Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Tahun 2020-2024merupakan 

landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

yang memuat vis, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun 

dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

Demikian juga dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah Tahun merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, 

tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang akan dicapai dalam kurun waktu 

2018-2023. 

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka 

mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Tema pembangunanRKP Tahun 2022 

diarahkan untuk pemulihandampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke 

depan dengan lebih baik (Build Forward Better). Adapun tema pembangunan RKP Tahun 

2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. 
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Tema tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai 

berikut : 

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan 

Berkeadilan; 

2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin 

Pemerataan;  

3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;  

4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;  

5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan 

Dasar; 

6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan 

Iklim; dan  

7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. 

Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan 

mempertimbangkan visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang tercantum 

pada RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2022, yaitu mewujudkan masyarakat “Wonogiri 

Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.Berdasar pada Visi pembangunan tersebut, arah 

kebijakan pembangunan tahun 2022 ditujukan pada “Peningkatan Kesejahteraan 

Masyarakat Wonogiri yang Didukung degan Peningkatan Kualitas Hidup melalui 

Pengelolaan Sumber Daya secara Mandiri”. Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 

tersebut kemudian dijabarkan dengan 6 (enam) prioritas daerah yaitu : 

1) Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 

2) Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten 

Wonogiri; 

3) Pengelolaan potensi lokal daerah; 

4) Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan 

keberlanjutan lingkungan hidup dan resiko bencana; 

5) Pemantapan infrastruktur sarana dan prasarana dasar; dan 
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6) Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta perbaikan 

kapasitas fiskal dearah. 

Terkait prioritas prioritas pembangunan nasional dan daerah tersebut di atas, Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri sebagai Dinas teknis memiliki tugas untuk membantu 

Bupati Wonogiri dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan Urusan Ketenagakerjaan 

yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka percepatan pengurangan 

pengangguran. 

 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Misi, guna tercapainya Visi Dinas 

Tenaga Kerja adalah sebagai berikut : 

1. Terwujudnya pengurangan jumlah pengangguran memalui penempatan tenaga kerja 

baik formal maupun informal/usaha mandiri. 

2. Terwujudnya tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan standar kompetensi dan 

produktif serta siap kerja/mandiri. 

3. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan syarat kerja. 

4. Terwujudnya penegakan peraturan ketenagakerjaandan perlindungan tenaga kerja. 

5. Terwujudnya masyarakat transmigrasi yang mandiri dan sejahtera. 

6. Terwujudnya kelancaran pelayanan kesekretariatan. 

Sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Kabupaten Wonogiri 

Tahun 2022adalah : 

1. Penempatan tenaga kerja baik formal/informal atau usaha mandiri. 

2. Tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan standar kompetensi dan peningkatan 

produktivitas tenaga kerja. 

3. Meningkatnya kualitas Hubungan Industrial di perusahaan. 

4. Pengawasan dilaksanakanya peraturan ketenagakerjaan dalam upaya perlindungan 

tenaga kerja. 
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5. Pelatihan dan penempatan transmigrasi dalam upaya menciptakan masyarakat 

transmigran yang mandiri dan sejahtera. 

6. Meningkatkan kelancaran pelayanan di bidang kesekretariatan. 

 

3.3. Program dan Kegiatan 

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan 

kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggran adalah sebagai berikut : 

1. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah Bupati Wonogiri yang diterjemahkan ke dalam 

RPJMD 2021-2026. 

2. Pencapaian SGD’s yaitu sektor ketenagakerjaan sebagai pendukung langsung 

tercapainya 8 sasaran milenium 2017. 

3. Pencapaian SPM, yaitu Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang 

mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor Per.04/Men/Iv/2011 Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.15/Men/X/2010 Tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan. 

4. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, yaitu sebagai daerah penghasil pertanian. 

5. Rencana Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2022. 

Perumusan dan penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022 

mengacu pada visi dan misi Bupati Wonogiri periode tahun 2021-2026 dan tujuan dan 

sasaran RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026. Secara umum rekapitulasi 

rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Jumlah Program      : 5 

2. Jumlah Kegiatan      :17 

3. Jumlah Sub Kegiatan     :38 

4. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif : Rp 9.483.475.020 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan adalah 

5Program, 17 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan 

keseluruhan program adalah Rp 9.483.475.020, yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonogiri. 

Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif dapat 

dilihat pada Lampiran 1. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana Kerja (Reanja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri adalah merupakan 

dokumen perencanaan jangka pendek 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri, dimana RPJMD 

tersebut adalah merupakan penjabaran Visi dan Misi dari Bupati Wonogiri periode 2021-2026. 

Maksud penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri adalah untuk 

memenuhiketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan tujuan 

penyusunan Renja adalah untuk menjadi pedoman perencanaan pelaksanaan program dan 

kegiatan tahun depan (2022). Dengan mengacu pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Wonogiri agar dapat menjabarkan Visi dan Misi dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri. 

 

 

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, 

 

 

Dra. RISTANTI, MM 

Pembina Utama Muda 

19651208 199312 2 001 
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